
BUPATI BENGKKAYANG 

PROVINSI  KALIMANTAN BARAT 

PERA'TURAN BUPATI BENGKAYANG 

NOMOR . . 8 . .  TAHUN 2 0 1 8  

TENTAANG 

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBENGKAYANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4  

tcntang Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  ten tang Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2 0 1 5  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014  tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa 

dan Pasal 2 1  ayat ( 1 )  Peraturan Mentcri Dalam Negeri 

Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Bengkayang; 

1. Pasal 18  Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3823); 

3.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
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Menetapkan 

t a h u n  2 0 1  t c t a m g  e m e r i n t a h a n  D a r a h  ( L b a r a 1  

N e g a r a  R c p u b l i k  I n d o n e s i a  T a h u n  2 2 0 ! 5  N o m o r  5 8 ,  

Tambahan  Lombaran N e g a r a  R e p u b l k  I n d o n e s i a  
Nomor 5679) ;  

5.  P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  N o m o r  433 T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n q  
Peraturan Pelaksanaan U n d a n g - U n d a n g  Nomor 6 

Tahun 2 0 1 4  tcntang Dsa (Lembaran Negara Rcpublk 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 1 2 3 ,  Tambahan 

Lcmbaran Negara Repubi ik Indonesia Nomor 5539) ,  
sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan 
tas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2 0 1 4  tcntang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 157 ,  

Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 57 17 ) ;  

6. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 44 Tahun 

2 0 1 6  tentang Kewenangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 1037) ;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN 

DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN 

BENGKAYANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Bengkayang. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang. 

4.  Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 

penye1enggraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemcrintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
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praiarsa m a s y a r a a t ,  h a i  . s a l  u s u i ,  ia n  t.  l  k t  :  ;  
t .  ' ·  . t  l t t  I . u l t : t o u t  \ . l ! '  

d :a k : ui  da d :h ormei d a l e :  s i t e :  ;w: :er ::than N e g a r a  c · a u  
Repubhk I n d o n e s 1 . .  

•  Pemer in tahan D e s  a d a l a h  p e n v c l e n e g a r a a n  u r u s a n  p e m e m t : h a  

can kepent ingan n a s v a r a k a t  stempat  d a l a m  s i s t c t  p e t e r i t a l t  

N e g a r a  K s a t u a n  R e p u b ! i k  I n d o n e s i a .  

7 .  Pemer in tah Desa ad alah ke pala desa dibart p e r a n g k a t  des : w b a g a i  

u s u r  penyelenggara pemer in t ah an desa .  

8 .  Kepala Desa ada lah p e j a b a t  yangs m e m i m p i  p e n y c l e n p g a r a a n  

pemerintahan desa,  p e l a k s a n a a n  p e m b a n g u n a n  desa ,  
pembinaan kemasyarakatan desa,  dan  pemberd ayaan m a s y a r a k a t  
desa .  

Badan Permusvawaratan D e s a  y a n g  s e l a n j u t n y a  d i s i n g k a t  3 P D  
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi p e m e r i n t a h a n  ya ng 

anggotanya m e r u p a k a n  w a k i l  d a r i  p e n d u d u k  desa b e r d a s s a r k a u  

keterwakilan w i l a y a h  d a n  d i t e t a p k a n  secara d e m o k r a t i s .  

1 0 .  Musyawarah Desa a d a l a h  musyawarah a n t a r a  B a d : n  

Permusyawaratan Desa, p e m e r i n t a h  desa, d a n  u n s u r  masvarakat 

yang diselenggarakan o l e h  B a d a n  P e r m u s y a w a r a t a n  Desa u u t u k  

menyepakati hal yang bersifat strategis. 

l l .  Peraturan Desa adalah p e r a t u r a n  perundang-undangan yang 

d i t e t a p k a n  oleh kepala desa setelah dibahas dan d i s c p a k a t i  bersama 

Badan Permusyawaratan Desa, diaku i  kcberadaaunya dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang d ipcr in tahkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih t i n g g i  a t a u  d i b e n t u k  
berdasarkan kewenangan. 

i 2 .  Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimil ik i  desa m l i p u t i  

kewenangan berdasarkan hak asal usul,  kewenangan lokal berskala 

desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerin tah ,  pemcrintah 

daerah provinsi, atau pemer intah darah serta kewenangan lain yang 

ditugaskan olch pemer in tah ,  pemcrintah dacrah provinsi ,  atau 
pemerintah daerah sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan.  

1 3 .  Kewcnangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang 

merupakan war isan ya ng masih  h idup dan prakarsa desa atau 
prakarsa m a s y a r a k a t  desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 
mnasyarakat .  

1 4 . K e w e n a n g a n  L o k a l  Berskala Lesa adalah kcwenangan untuk 
mcngatur dan m e u r u s  kepenti ngan masyarakat dcsa yang tclah 
dija lankan o lch desa a t au mampu dan efektif dijalankan oleh desa 
a t a u  ya ng munc ul  karena perkembangan desa dan prakarsa 
Iasyarakat desa. 

Pasal 2 

Ruang I i ngk up da lam Peraturan Bupati ini ,  terdiri atas: 
a. kewenangan Des; 
b. mckanisme pelaksanaan kewenangan Desa; 

c. evaluasi dan pelaporan; 
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d .  pe tnb in aan  dan  pengawasan; 

c .  pembiayaan;  den 

f .  pungutan desa .  

BAB I 

KEWENANGAN DESA 

Pasal 3 

( I )  Desa da lam penyelenggaraan pemer intahan desa,  pe laksanaan 

pcmbangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat desa berdasarkan atas kewenangan desa. 

(2) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  adalah 

kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala desa. 

Paragraf I 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

Pasal 4 

( 1 )  Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling sedikit terdiri atas: 

a. sistem organisasi masyarakat adat; 

b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 

c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 

d .  pengelolaan tanah kas Desa; dan 

e. pengembangan peran masyarakat Desa. 

(2) Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  kewenangan desa 

berdasarkan hak asal usul berdasarkan hasil identifikasi dan 

inventarisasi terdiri atas: 

a .  Pengelolaan tanah Desa atau hak milik Desa yang menggunakan 

sebutan setempat; 

b.  Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak- 

hak perdata; 

c.  Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di Desa; 

d .  Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah di desa; 

e. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat 

Desa;  

f. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat; 
g. Pengamanan kckayaan dan aset Desa; 
h .  Pelestarian ada t  i s t iadat ,  scni tradisional dan budaya desa; dan 
i .  Pengelolaan hutan adat. 

Paragraf 2 

Kcwenangan Lokal Berskala Desa 

Pasal 5 
( 1 )  Rincian kewcnangan lokal bcrskala dcsa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) paling scdikit tcrdiri atas: 
a. Pengelolaan tambatan perahu; 
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b. Pengel ol aan pasar  dcsa ,  
c.  Pengelol aan tempat prmandian ;  
d .  Pengelolaan jaringan i r i g a s i ,  
e.  Pengelolaan l i ngkungan permutk iman masyarakat  Desa;  
f. Pembinaan kcschatan masyarakat dan pengclolaan pos pc l ay:nan 

terpadu; 
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar scni dan b w l a j a r ;  
h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;  
i .  Pengelolaan embung, D e s a ;  

j .  Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k. P e b u a t a n  jalan Dsa an tar  pcrmukiman kc wil ayah p e r t a n i a n .  

() Selain rincian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  kewenangan lokal  
berskala dcsa berdasarkan hasil identifikasi d a n  inveutarisasi  trdiri 

atas: 
a. penviapan patok dan dokumen batas dcsa; 
b. penataan Dusun; 
c. Pengembangan administrasi dan informasi Dcsa sorta kcarsipan 

desa; 
d .  Pendataan Penduduk dan potensi Desa serta pendayaunaan Profil 

Desa; 
e .  pengelolaan BUMDes dan pengelolaan BUMADes; 
f. penctapan kerja sama antar-Desa; 
g. pengclolaan sarana dan prasarana milik Dcsa 
h.  penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya scsuai 

dcngan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa; 
i .  pengembangan tenaga keschatan Dcsa; 
j .  pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa; 
k. pengelolaan dan pengembangan TTG; 
I. pengelolaan sanitasi lingkungan; 
m. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, 

pcrkcbunan mil ik Desa; 

n. pcngembangan produk unggulan Desa dan produk unggulan 
kawasan pcrdcsaan; 

o .  pengembangan pusat perekonomian Desa; 

p. pengelolaan keramba jaring apung dan pakan ikan; 
q .  pcngclolaan dan pcnctapan cadangan pangan (lumbung) Desa; 
r. pengylolaan wisata Desa;  
s.  Pcnclolaan l ahan krit is skala Desa; 

t .  p c m l o l a a n  dan  pcmanf a atan  sumber daya alam di Desa bagi 
pen ingka tan  kesw j ah tcraan masyarakat; 

u .  p c n c l o l a a n  p c r s a m p a h a n  D e s a ;  

v.  pcmbi naan kc t cntram uan  dan kctcrtiban wilayah dan masyarakat 
Desa; 

w. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama; 
c c l i h a r a  pcrdamaian, menangani konflik dan melakukan 

m e d i a s i  d i  Desa; 

fasi l i t as i  pcmbinaan organisasi dan kcgiatan pemuda Desa; 
pcni ngkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga 
Dcsa lainnya; 
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aa .  fas i l i tas i  dan pe ngua tan  kapasi tas kclompok-kclompok masyaraka t ,  
bb.  penyuluhan program-program pemcrintah dan ;  ·  .4  

o' at s o s : a/ s a s  bcrbagai 
pcra t uran ;  

cc.  Pcnanganan Kcbakaran hutan dan lahan; dan 
dd .  Penangan masalah sosial bersckala desa. 

AB III 

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA 

Pasal 6 

( I )  Pcmcrintah Daerah mcnsosialisasikan kewenangan Desa dan Desa 
Adat bcrdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa 
dan Dcsa Adat yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Desa. 

(2) Berdasarkan kewenangan Desa dan Desa Adat, hak asal-usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  Pemerintah Desa menyusun rancangan Pcraturan Desa ten tang 

Keweuangan Desa dan Desa Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara 
sebagai berikut : 

a. Pemilihan kewenangan Desa atau Desa Adat berdasarkan 
kewcnangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam 
musyawarah Desa; 

b. Penyusunan rancangan Pcraturan Desa tentang Penetapan 
Kewcnangan Desa atau Desa Adat; 

c. Pembahasan bersama BPD; dan 
d. Penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Desa. 

(3) Peraturan Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
situs, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan. 

Bagian Kesatu 
Pemilihan Kewenangan Desa dan Desa Adat Yang Telah Ditetapkan 

Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Desa 

Pasal 7 

( 1 )  Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Kewenangan Desa 
atau Desa Adat yang telah ditetapkan Bupati. 

(2) Pcmilihan kcwcnangan Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilakukan dalam Forum Musyawarah Desa. 

(3) Musyawarah Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disclcnggarakan olch BPD yang difasilitasi olch Pemerintah Desa. 

(4) Musyawarah Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti 
olch Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. 

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 
d a ri :  
a .  Tokoh adat; 
b. Tokoh agama; 
c. Tokoh masyarakat; 
d .  Tokoh pendidikan; 

e. Perwakilan kelompok tani; 
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f. e r a k l a n  l o o k  l a , a n ,  
.  er:all e ! o m p o k  p r r : : j i n ;  

h . e r w a k l a n  e l o p o k  p w r c p u a n ,  

i .  erwak i ian  k c l o p o k  p r w r i a t i  d a n  pcr i indungan a a k ,  d a m  
) .  P e r : a k i l a n  kc l orpok  ma:yarakat mi·kin 

( )  S e l i n  u n s u r  y r a k a t  swbaga imana  « d i m : k s u d  pada a y a t  (4 

Musyawarah Desa d a p a t  r c i i b a t k a n  u n s u r  m a s y a r a k a t  i a in  sesua i  
d c n p a n  k o n d i s i  :osial bud aya masyarakat .  

( / )  K v p a l a  D e s ;  b w r s a m a  s a m n  B 3 P D  h a r t s  m e l i b a t k a n  m a s yv a r a k a t  

Dcsa m c l a k u k a n  m u s y a w a r a h  u n t u k  m e m i l i h  kewenangan 
b c d a s a r k a n  h a k  a s a l - u s u l  d a n  kcwcnangan okal berskala D c s a .  

aian Kcdua 
e n y u s u n a n  Rancangan Peraturan Desa 

Tentang Penctapan Kewenangan Desa 

Pasal 8 

Pcnyusunan Rancangan Peraturan Desa 

Kcwcnangan Desa mengacu pada Peraturan 

t c n t a n g  T a t a  Cara Pcnyusunan Pcraturan di Desa. 

BAB IV 

EVALUASI DAN PELAPORAN 

tentang 

Bupati 
Penctapan 

Bcngkayang 

Pasal 9 

( I )  Organisasi  Pcrangkat Dacrah yang membidangi teknis 

pcmcrintahan desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

kewenangan Desa. 

(2) Hasil  evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat ( l )  disampaikan 

kcpada Bupat dcngan tembusan kepada Organisasi Perangkat 

Dacrah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 

( 1 )  Pclaporan 
Pasal 1 0  

atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa 

d i l a k s a n a k a n  sccara berjenjang. 
(2) K c p a l a  Desa mclaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan 

kcwenangan Dcsa di wilayah Kecamatannya. 
(33) Cama t  m c l a p o r k a n  kcpada Bupati atas pelaksanaan penataan 

kcwcnangan Dcsa d i  wilayah Kecamatannya. 
( 1 )  Bupa t i  mclaporkan kcpada Gubernur atas pelaksanaan penataan 

kcwwnangan Desa d i  Dacrah. 
(5) P c l a p o r a n  scbagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan secara 

t c r tu l i s  dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun 
a t a u  sesuai kcbutuhan. 

(0) Hasi l  pclaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan 
b a h a n  Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan 
penataan kewenangan Desa. 
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I H I  V  

I ' I  A H I N  A N  I » P M  J ' E M A ! A ' ' A M  

e l l  l,  

l ' . v a l  I I  

p u  m l . a  d. C J ' w : + .  

we l l · . u . t a  p w : f v . 1  l v w v a t . i  l e · :  

' I  I ' e l . a u  d au  p w n y a w . v s .  : c h a ; m a n :  d u :a k u d  ·I  t  ( j  
: 1  '  « p : 0  : 1  : 1 y : 4  

c l . l t  

· · a l t : a  da l o o t v : ,  

h  e u y l . t a  l a p a t a t a t ,  a p a t a t r  p w m w v i t a h  I : a ,  

M o t o t u w ;  d a  c v a l . s t ,  c d a  

d  D k n g  t v k n i s :  m i n i < t r : x i  

P as5a l  1 2  

P e h i a a n  d a n  p w n g a w a s : a n  wbagaimaua d imaksud  d a l a m  Pasa l  

I  I  d a p a t  d l m p a h k a n  p e n u g a s a n n y a  kcpada C a m a t .  

3A VI 

P E M B I A Y A A N  

Pasal 1 3  

t i ) P e m b i a y : a n  bagi p e l a k s a a n  identifikasi dan invcntarisasi,  scrta 

s osia l is asi  kewcnangan Dcsa olch Pemerintah Dacrah 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah. 

( P e m b i a v a a n  bagi p e l a k s a n a a n  i d e n t i fi k a s i  dan inventarisasi, 

sosia l isasi ,  pembuatan Derita acara dan penyusunan Peraturan 
Des oleh Pemerintah Dcsa dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa. 

BAB VII 

PUNGUTAN DESA 

Pasal 14 

( 1 )  Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan 

p e n d a p a t a n  asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa 

berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan; 
(2) Pungutan scbagaimana dimaksud ayat ( 1 )  dimasukan didalam 

rekening Desa; 

(3) Pu n gu t a n  scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  ditetapkan 

dcngan Peraturan Dcsa. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 1 5  
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Bcngkayang Nomor 1 6  Tahun 2 0 1 7  tentang Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal usul clan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten 
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Bcngkayang Tahun 2 0 1 7  Nomnor 1 6 )  d i cabu t  dan  d i n y a t a k a n  

t i dak  bcrlaku 

Pasal 1 6  

Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Bengkayang. 

iidangian di ±ensiayan.g 
Pada tanggai, f A0 2 0 1 8  

BENGKAYANG 
· T R I S  DAERAH 

i ' . +  
ti  :  
t!  : ?  

>  Ix 

' ,  

Gk « i x '  
... 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018  N O M O R . ·  
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